
ix  

ABSTRAK  

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara merupakan kebijakan 

strategis yang menimbulkan implikasi yuridis terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, 

khususnya melalui pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai 

penyelenggara pemerintahan di wilayah IKN. Kedudukan OIKN sebagai lembaga setingkat 

kementerian yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah menimbulkan persoalan 

konseptual terkait prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi tersebut menciptakan 

konstruksi kelembagaan yang berbeda dari pemerintahan daerah pada umumnya. Penelitian 

ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pembentukan Badan Otorita Ibu Kota 

Nusantara serta mengkaji kedudukan hukumnya dalam sistem pemerintahan daerah 

berdasarkan prinsip otonomi daerah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi 

deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis 

secara kualitatif yuridis normatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Badan Otorita Ibu Kota 

Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 

merupakan bentuk pengaturan khusus (lex specialis) dalam sistem pemerintahan Indonesia. 

Kedudukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara yang menjalankan fungsi pemerintahan 

daerah setingkat provinsi, dengan Kepala Otorita yang diangkat oleh Presiden tanpa melalui 

mekanisme pemilihan langsung, menimbulkan implikasi terhadap prinsip otonomi daerah, 

desentralisasi, dan mekanisme check and balance. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 

pengaturan, penegasan batas kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar 

penyelenggaraan pemerintahan tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan sistem 

ketatanegaraan Indonesia. 
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